STUDI KASUS TERHADAP SERANGAN KE KANTOR KONSULAT
JENDERAL AMERIKA SERIKAT DI BENGHAZI LIBYA TAHUN 2012
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Oleh: Resti Diana Puteri
Pembimbing: Maria Maya Lestari, SH., M.Sc., MH
Widia Edorita, SH., MH
Alamat: JI. Teratai Gg. Sepakat N0.40 Sukajadi Pekanbaru
Email: r.dianaO5@ymail.com
Telepon: 081371424447

Abstract

Based on the contents of Chapter Il of the Viennav@éntion 1963 states that
inviolabity and immunity granted to Consul includriilding or consular
representative office is one place that must rexepecial protection and security
and should not be entered by anyone without thenigzsion of the chief of
mission. However, in practice in different courgrigften occurs disruption to the
building representative. Events such breach andrdeson of the U.S. Consulate
General building in Benghazi, Libya. Violations ags the two sides agreed to
hold negotiations to determine further action ssttént. This is in accordance
with the provisions of the protocol on liabilitysguute resolution options as well
as international law. That when there is a violatiof international rules of the
first steps that must be taken that a peacefulteoiu
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A. Pendahuluan

Pengaturan hubungan konsuler dan perwakilan kongaley berkembang
melalui tahap-tahap pertumbuhan hukum kebiasaaernesional dan baru
dikodifikasikan pada tahun 19§3yang dikenal dengan Konvensi Wina 1963
tentang Hubungan Konsuler. Konvensi tersebut medgsar bagi negara-negara
dalam melaksanakan hubungannya dengan negaradaitirdunia khususnya di
bidang perdagangan atau keperdataan.

Konvensi Wina tahun 1963 yang telah diratifikash dhaksesi oleh 117
negara, 40 diantaranya telah menjadi pihak dalaotoRsl Pilihan tentang
kewajiban untuk menyelesaikan sengketa. Konvendendiri dari 79 pasal dan
digolongkan dalam 5 (lima) b3byaitu:

! Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyantjukum Diplomatik dan Konsuler: Buku Ajar
untuk MahasiswaBayumedia Publishing, Malang, 2008, him. 11-12

2 Sumaryono SuryokusumoHtikum Diplomatik Teori dan KasusPT. Alumni, Bandung,
2005, him. 17



a. Bab pertama (Pasal 2-27) antara lain mengenai czaea-dalam
mengadakan hubungan konsuler termasuk tugas-togasilk

b. Bab kedua (Pasal 28-57) berhubungan dengan kekebdém
keistimewaan yang diberikan.

c. Bab ketiga (Pasal 58-67) berisi ketentuan-ketentnangenai lembaga
konsul kehormatan termasuk kantornya.

d. Bab keempat (Pasal 69-73) berisi ketentuan-ketantutaum antara
lain mengenai pelaksanaan tugas-tugas konsuler pégivakilan
diplomatik, hubungan konvensi ini dengan persetujudernasional
lainnya dan sebagainya.

e. Bab kelima adalah mengenai ketentuan-ketentuan!l fseperti
penandatanganan, ratifikasi dan aksesi, mulai kamig dan lain lain.

Berdasarkan isi Bab Il Konvensi Wina 1963 disebutkahwainviolabity
danimmunityyang diberikan kepada Konsul mencakup diantar&eisimewaan
dan kekebalan terhadap diri pribadi, keluarga, &aistgen, kediaman, dan lainnya
yang menyangkut pelaksanaan misi konsuler. Gedtiag lkantor perwakilan
konsuler merupakan salah satu tempat yang wajibdapatkan perlindungan
serta keamanan yang khusus dan tidak boleh dimatlkisiapapun tanpa adanya
izin dari kepala perwakilan.

Terdapat suatu teoreksteritoriaf yang menganggap bahwa tempat
kediaman dan tempat kerja atau gedung perwakilarupakan wilayah yang
dianggap berada di luar wilayah negara penerimagga berlaku hukum dari
negara pengirim. Dengan demikian, tempat kedianean tdmpat kerja kepala
perwakilan tidak dapat diganggu gugat aiawiolable dan dibebaskan dari
perpajakan, kecuali bagi pajak-pajak dalam bentajabpelayanan khusus karena
merupakan bagian dari daerah teritorial negaraigem§

Namun dalam praktiknya diberbagai negara seringadiergangguan
berupa demonstrasi, serangan atau pun penduduttedap gedung perwakilan
yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertenpabNa terjadi perselisihan
antara negara pengirim dan negara penerima, tiaa@ng gedung atau kantor
perwakilan menjadi sasaran kemarahan rakyat. Sgeeistiwva penerobosan dan

® Menurut saya kataeksteritorial kurang tepat penggunaanya, seharusnya adalah

ekstrateritorial Karna jika berpedoman pada Kamus Besar Bahasmésth, kataeks berarti
bekas, territorial berarti wilayah/daerahjadi kata eksteritorial memiliki arti bekas wilayah
sedangkan jika menggunakan katestra berartitambahan maka menjadekstrateritorial yang
berarti wilayah tambahanTetapi sebagian besar para ahli hukum diplomatikggunakan kata
eksteritorial dalam karya tulis mereka seperti Edy Suryo, Syadiy Setyo Widagdo dan
Widodo. Sedangkan Sumryo Suryokusumo lebih menmignggunakan konjungsi “atau” pada
kedua kata tersebut, hal ini berarti menurut belle@dua kata baikeksteritorial ataupun
ekstrateritorialmemiliki arti yang sama.

4 Edi Suryo dan Moenir Arisoendhblukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaannya
Angkasa, Bandung, 1991, him.63,. Lihat pula Setyidagdo dan Hanif Nur Widhiyant®p.Cit,
him.116



perusakan terhadap Gedung Konsulat Jenderal Amédékat (selanjutnya
disingkat AS) di Benghazi, Libya. Gedung konsulsedang dan mengakibatkan
seorang Duta Besar dan beberapa staf diplomatiknggal dunia. Pada tanggal
11 September 2012 demonstrasi terjadi di depan m@ed@onsulat AS di
Benghazi, Libya oleh sekelompok demonstran yangdirtedari masyarakat
muslim Libya. Mereka mengajukan protes kepada PemaérAS atas beredarnya
film “Innocence of Muslims?”

Dari penjabaran penjelasan tersebut, tentunya tamgamarik untuk
dibahas. Karena peristiwa tersebut telah melankgfantuan hukum internasional
khususnya ketentuan pada Bab Il Pasal 31 Konvengia W 963 tentang
Hubungan Konsuler.

B. Rumusan M asalah

1. Bagaimana sejarah, tugas dan fungsi perwakilan utensnenurut
Hukum Internasional?

2. Bagaimana Immunity dan Inviclability perwakilan konsuler
berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungarsiden?

3. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap kasusraegsn gedung
Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Benghazi Likdghun 2012
berdasarkan Hukum Internasional ?

C. Pembahasan

1. Sgarah, tugas dan fungs perwakilan konsuler menurut Hukum
Internasional

Lembaga konsul berasal jauh lebih tua daripada teisip diplomatik.
Konsul dapat dikatakan merupakan produk perdagandan perniagaan
internasional. Bahkan di zaman kuno para pedagasgemukan bahwa perlu
untuk melakukan perjalanan jauh ke negara asing ya@miliki sistem hukum
dan adat jauh berbeda dari mereka sendiri, dankaenerasa untuk perselisihan
diselesaikan oleh hakim pilihan mereka sendiri dengdministrasi hukum
nasional mereka. Memang, setelah jatuhnya Kekaisdmmawi Barat pada 476
M banyak orang asing tertarik dengan perdaganganpdaniagaan mengambil
tempat tinggal di Konstantinopel dan kota-kota diegkaisaran Bizantium.
Pedagang dari kota yang sama atau negara yangnsalaainggal di kabupaten,
menyiapkan masyarakat mandiri, membangun gudangokadministrasi dan
gereja, namun tetap tunduk pada hukum nasional kaesendiri. Beberapa
penulis menganggapProstates dan Proxehi Yunani kuno danPeregrinus
Praeto’ Republik Romawi sebagai pelopor konsul modern lempbaga konsuler
sebagaimana yang dipahami saat ini mungkin bisatakian berasal dari

® |stilah dalam bahasa Yunani yang berarti pelinciiny konsul
® |stilah dalam bahasa Latin yang memiliki arti Wala para Tentara Salib Republik
Romawi



lembaga-lembagaconsules mercatorumyang berlaku di kota-kota abad
pertengahan Eropa.

Telah disarankan di beberapa kalangan bahwa dengamperhatikan
penyatuan ini hak-hak istimewa dan kekebalan kenshérus diberikan pada
skala yang lebih bebas daripada telah diterimadsarétan peraturan dan praktek
adat dan konvensi. Hak-hak istimewa dan kekebajan diplomatik serta pejabat
konsuler yang diterima atas dasar keharusan fumgsiacdan mereka harus
bervariasi sesuai dengan pos petugas yang diperoleh

Dapat dijelaskan bahwa seperti halnya dengan hwaurdiplomatik,
pembukaan hubugan konsuler dilakukan atas dasag dasepahaman negara-
gara yang bersangkutdnAmerika dan Benghazi sepakat untuk menjalin
hubungan konsuler dengan dibukanya perwakilan Adaedi Benghazi. Pihak
Benghazi mengharapkan dengan adanya hubungan ik pAmerika dapat
melakukan investasi di kawasan Benghazi yang kedlan memajukan
pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Sedangkagi Amerika, ini
merupakan peluang perluasan usaha baik bagi pdatermaupun bagi warga
negaranya. Hubungan konsuler antara Amerika deBgaghazi juga merupakan
misi untuk memperbaiki hubungan Amerika dengan &ilygang lebih kurang 2
(dua) dekade terputus.

Tentang prosedur pengangkatan kepala perwakilaioikkonsuler dan tata
cara mengawali pembukaan hubungan konsuler sangai ini belum ada
pedoman baku, begitu pula mengenai aturan tentaapa syang berhak
mengangkat kepala kantor konsuler baik yang besstdtonsul honorer maupun
konsul karier, sehingga sampai saat ini praktikikeantara negara satu dengan
lainnya belum ada keseragamaguniformitas) Persolan-persoalan yang
menyangkut aturan teknis semacam ini banyak ditantwleh hukum nasional
negara masing-masing, misalnya pengangkatan kppalakilan kantor konsuler
yang berstatus konsui karier ada yang dilakukah képala negara ada juga yang
hanya dilakukan oleh menteri luar negeri.

Seorang kepala perwakilan konsuler dilengkapi glemerintah negara
pengirimnya dengan suatu surat resmi atau surajapghkatan. Surat resmi itu
berisikan nama lengkap, gelar konsuler, dari wiaiansuler tertentu di mana
seorang kepala perwakilan melaksanakan tugas-tygaSurat tersebut dikirim
melalui saluran diplomatik ke negara penerima. Bitlak keberatan negara

" Oppenheim, International Law, Vol. 1"&d.,p.829 sebagaimana dikutip pada B. Sén,
Diplomats Handbook of International Law and PraetidMartinus Njhoff Publishers, London,
1979, him.201-202

8 pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina tentang Hubungamskiter 1963

° Widodo, Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era GlobalisasiksBang Justitia,
Surabaya, 2005, him.194



penerima mengeluarkan sebuah dokumen yang bermexequatuf’ yang
berisikan persetujuan pengangkatan kepala pervakdasuler tersebut. Dalam
prakteknya jarang seka@xequaturyang ditolak, kalaupun ditolak pemerintah
negara penerima tidak harus memberikan penjelasampun alasan kenapa ia
ditolak.

Dalam bidang kekonsuleran, bila dipandang perlgaree pengirim dapat
mengangkat konsul kehormatan yang berasal dariavaegara sendiri ataupun
dari warga negara setempat. Dalam melaksanakarsnygamisalnya, dalam
hubungan dagang, konsul kehormatan tidak mendgast, unelainkan mendapat
tanda kehormatan atas jasa-jasanya. Perwakilanulerngiga dapat mewakili
negaranya sambil menunggu dibukanya perwakilarodtigtik. Pejabat konsuler
dalam hal-hal khusus dan dengan ijin negara peaeridapat menjalankan
fungsinya di luar daerah konsulernya.

Seperti yang telah dijelaskan pada sejarah hubukgaguler sebelumnya,
disebutkan bahwa pasa zaman dahulu agen konsuklemddan ditempatkan di
suatu negara merupakan orang-orang terpilinh yangguarasi kepentingan kaum
pedagang negara asal. Ataupun merupakan orangdiiiiang hukum biasa
disebut hakim yang bertugas dan memiliki wewenangnyalesaikan
permasalahan perdagangan dan perniagaan dengagunakgn hukum nasional
masing-masing negara. Namun pada zaman dahulu segaang konsul hanya
berdasarkan kebiasaan ataupun adat istiadat yangtdoleh negara-negara, dan
belum terdapat aturan resmi sebagai dasar hukuskgaalaan tugas mereka.

Setelah diadakannya Konferensi Diplomatik PBB meagéubungan-
hubungan konsuler yang diselenggarakan di Wina gadiaret sampai 22 April
dan menghasilkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungansuler, yang
berisikan ketentuan-ketentuan yang mencakup tugasa sfungsi sebuah
perwakilan konsuler, yang kemudian menjadi acuan bagara-negara di dunia
untuk melaksanakan hubungan konsuler. Secarafungsi perwakilan konsuler
disebutkan dalam pasal 5 Konvensi Wina 1963 tenithulguingan Konsuler, yang
secara garis besar perwakilan konsuler memilikpéisebagai berikut :

a. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengamanggaerima di
bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, adengjuan
menciptakan tata ekonomi dunia dengan menggalagkspor komoditas
non-migas, promosi perdagangan, mengawasi pelaygmelaksanaan
perjanjian perdagangan dan lain-lain.

b. Bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, sepedi-taknukar pelajar,
mahasiswa, dan lain-lain.

19 Exequaturadalah persetujuan yang diberikan oleh negara jpemeerhadap seorang calon
Konsul dari negara lain untuk menerima pengangkgt@man mulai menjalankan tugasnya ddi
suatu tempat di negara penerima (Syahmin @K.Cit, 186)



c. Melindungi kepentingan nasional negara dan wargmnaeyang berada
dalam wilayah kerjanya. Seperti menjadi pendampitagn kuasa hukum
saat terdapat warga negara yang terlibat kasusaida

d. Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan.

e. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, lkaauapgrlengkapan
dan urusan rumah tangga perwakilan konsuler sextandak sebagai
notaris dan pencatat sipil guna menyelenggarakagsfuadministrasi
lainnya.

f. Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepadgawsngirim dan
visa atau dokumen kepada orang yang ingin menggnjuegara
pengirim.

Fungsi dan ruang lingkup perwakilan konsuier titeya semata-mata
ditentukan oleh Konvensi Wina 1963, tetapi juga Va&n ditentukan oleh
perjanjian bilateral antara negara penerima dengagara pengirim atau oleh
hukum nasional dan instruksi-instruksi konsulemiaa fungsi-fungsi konsuler
sering berubah-ubah sesuai dengan tempat, kebutlamaguliran waktu sehingga
ketentuan tentang fungsi konsuler yang terjabaa pamhvensi Wina 1963 Pasal 5
tersebut bukan merupakan ketentuanyang universaedengkag:

Dalam keadaan normal fungsi petugas konsuler berakhbila pensiun,

di transfer ke pos lain, dan setelah pemberitalalan neagra pengirim kepada
negara penerima bahwa fungsi petugas telah berakingsi konsul juga dapat
berakhir saat penarikaexequaturatau pada saat pemberitahuan oleh negara
penerima ke negara pengirim bahwa negara penergnalak untuk menganggap
dia sebagai anggota konsulat. Fungsi juga dapkhidi@leh cara lainnya, seperti
kematian petugas konsuler, penutupan konsulat gemutusan hubungan
konsuler, kepunahan negara pengiriman atau negar@imaan, penggabungan
pos konsuler di kabupaten konsuler lain atau ddlahperangd?

2. Immunity dan Inviolability perwakilan konsuler berdasarkan
Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

Sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Wina 1@#ang
Hubungan Konsuler, dijelaskan bahwa para Konsul diainya merupakan
seseorang yang bertugas khusus, yakni mewakiliraegiau kepala negaranya
untuk menjalin hubungan kerjasama di wilayah netgira Maka dari itu, dalam
menjalankan tugas khusus tersebut mereka mendapag¢kkuan khusus, yakni
diberikannya hak-hak kekebalan dan keistimewaam atang biasa disebut
Inviolability dan Immunity

M. Tasrief,Hukum Diplomatik (Teori dan Praktiknya)l-lkhlas, Surabaya, 1988, him.79
12 pasal 25 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kensu



a. Immunity Perwakilan Konsuler

Immunity dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yurispésgadilan
negara penerima baik dalam bidang hukum pidana,dager maupun
administratif-> Immunity perwakilan konsuler mencakup kekebalahadap diri
pribadi para agen konsuer. Meski demikian parabggj&onsuler tidak selalu
kebal dari yurisdiksi peradilan lokal, sipil maupuriminal. Pejabat konsuler
masih bisa ditindak dan dianggap bersalah jika etakukan suatu tindak pidana
tertentu. Ketentuan dalam Konvensi Wina 1963 mexkgat bahwa ada beberapa
situasi dimana seorang pejabat konsuler yang ditudelakukan tindak pidana,
wajib tunduk kepada aparat hukum negara penerinkai yindakan yang
termasuk kategofigrave crime” atau“high crime”.

Kekebalan dan keistimewaan tersebut tidak hanydedikan kepada
kepala konsul atau para agen konsul, melainkan glilgerikan kepada anggota
keluarga mereka yakni anggota keluarga yang tinggaimah dengan keluarga
mereka yang merupakan agen konsuler. Bahkan pembanmtah tangga yang
dibawa dari negara asal dan bekerja melayani kgduanggota konsuler juga
mendapatkan kekebalan dan keistimewaan tersebuain Adtapi kekebalan dan
keistimewaan yang diberikan tidak secara penuh.

b. Inviolability Perwakilan Konsuler

Inviolability merupakan kekebalan terhadap organ-organ pentaimta
dan atau alat kekuasaan negara penerima, dan kakeberhadap segala
gangguan yang merugikan serta hak untuk mendapatdindungan dari aparat
pemerintah negara peneriffdnviolability perwakilan konsuler mencakupi tidak
diganggu gugatnya tempat kediaman/kantor perwakKansuler, kebebasan
berkomunikasi, kediaman pejabat/agen konsuler, okgntkonsuler (arsip &
dokumen), serta bebas terhadap bea cukai.

Seperti halnya dengan perwakilan diplomatik, kaktortor konsuler tidak
boleh diganggu gugat dan para petugas negara s#tédak boleh masuk kecuali
dengan izin kepala perwakilan. Kediaman perwakKansuler juga tidak dapat
diganggu gugat, baik kediaman yang merupakan bangang disewa kepada
pemerintah daerah setempat maupun kediaman yangpakamn milik pribadi
salah seorang warga atau masyarakat setempat yaegaddan digunakan
sebagai tempat melaksanakan tugas kekonsuleranituBggya dalam hal
komunikasi, negara penerima mengizinkan suatu Kkahsumempunyai
komunikasi yang bebas untuk semua kegiatan resend#raan yang digunakan
sebagai kendaraan operasional perwakilan konsyga bebas dari segala
pemeriksaan dan hukum yang mengatur mengenai kateketentuan kendaraan
bermotor. Juga diakui secara universal barang-gargang diimpor oleh

13 Syahmin AK,Hukum Diplomatik: Dalam Kerangka Studi AnalisRajawali Pers, Jakarta,
2008, him. 119
% bid



perwakilan konsuler untuk keperluan resmi bebas Haa masuk. Alasan
pembebasan ini adalah barang-barang kantor tersebertupakan milik
pemerintah negara pengirim dan digunakan untukrkegeresmi.

Prinsip tidak dapat diganggu gugat tempat kongiiui dalam berbagai
konvensi konsuler, meskipun beberapa konvensi iemberikan pengecualian
spesifik tertentu untuk aturan diganggu gugat. Miga mereka mengijinkan
polisi atau otoritas eksekutif lainnya untuk menkasiempat konsuler dalam
rangka melaksanakan perintah pengadilan dalam &otefientu bahkan tanpa
persetujuan dari kepala pos konsuler. Sama hathyiakan masuk dalam kasus
kebakaran atau bencana lain atau di mana persetajizga di mana kejahatan
dilakukan di tempat konsuler. Beberapa konvensisidi lain memberikan
kekebalan mutlak tempat konsuler dan mengakui tidala pengecualian
apapun> Secara garis besar pasal 31 Konvensi Wina 1963atemn bahwa
gedung-gedung perwakilan, perabot, dan barang-balam yang ada di
dalamnya termasuk alat-alat transportasi kebal pamerikasaan yang terkait
dengan tujuan-tujuan pertahanan nasional dantéssiimum negara penerima.

Konsekuensi dari inviolabilitas dan kekebalan yadgniliki oleh
perwakilan konsuler tersebut, negara penerima wagingambil semua langkah
yang dianggap perlu untuk melindungi kantor konsulari serangan atau
perusakan serta melakukan pencegahan atas setiagguga yang dapat
mengakibatkan ketidaktentraman kantor konsuler atas segala tindakan dari
luar gedung yang berakibat pada pelecehan mart&bator perwakilan
konsuler'® Jika terjadi sesuatu hal yang dapat mengancam dmeamgedung
perwakilan konsuler, negara penerima harus bekirm#ggpat mengambil semua
langkah yang diperlukan demi melindungi gedung p&ian konsuler tersebut.

Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam ermémhb
perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupaketu bentuk pelanggaran
terhadap ketentuan konvensi, oleh karenanya negs@ima wajib bertanggung
jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenanglkagelbut. Kelalaian dan
kegagalan tersebutilah yang akhirnya memunculkaggtarg jawab tersendiri
yang dikenal sebagai pertanggungjawaban nédam#ah yang terjadi akibat dari
penyerangan dan penerobosan gedung Konsulat Jeddeesika di Benghazi
Libya. Pemerintah Libya harus bertanggung jawalarsepenuh kepada pihak
Amerika, baik tanggungjawab dalam proses penyeaiditan penyidikan sampai
proses peradilan maupun tanggungjawab materil Vaaugs dibayar akibat
kerusakan yang timbul dari peristiwa tersebut.

Namun demikian, perwakilan-perwakilan asing tidalpat mengharapkan
penjagaan polisi secara permanen dari negara peneglama 24 jam penuh.

> B. Sen, A diplomats handbook of International Law and Pieet Martinus Njhoff
Publishers, London, 1979, HIm.246

18 pasal 59 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kensu

" Sumaryo Suryokusum@p.cit him. 71



Dapat dibayangkan berapa jumlah polisi yang dipariuoleh negara penerima
untuk ditempatkan di depan perwakilan-perwakilamgslengan dua atau tiga
kali penukaran setiap hari untuk perwakilan neg&ebaliknya, apabila sudah
dapat diduga adanya gangguan atau unjuk rasa yasifdb bermusuhan atau jika
kepala perwakilan negara asing memberitahukan m@ngakan timbulnya
gangguan atau kekacauan lainnya, negara peneripa denyediakan petugas
keamanan secara proposional dengan mempertimbantgkgkat gangguan
tersebut.

Tidak ada aturan resmi internasional yang mengatangenai kapan
dimulainya dan berakhirnyiaviolability terhadap gedung atau kantor perwakilan
konsuler tersebut. Kekebalan gedung konsuler segerg telah dijelaskan pasal
31 dan 32 Konvensi diatas hanya diberlakukan sapgnjsesuai dengan
kesepakatan atau perjanjian tentang lamanya peayegadung sebagai kantor
pejabat konsul atau agen konsul antara negaraipendengan negara pengirim.
Apabila kerjasama dibidang konsuler telah beraklam tidak ada perpanjangan
kontrak antar kedua negara, maka dengan sendikag#or konsulat tersebut
ditutup dan hal itu berarti berakhir pula kekebatang di berikan kepada gedung
atau kantor tersebut. Akan tetapi jika yang bemaklinya masa tugas seorang
Konsul atau Konsulat Jenderal dalam artian haryaganisasi, dan kedua negara
masih sepakat terus menjalin hubungan konsuler rkekabalan tersebut tetap
diberlakukan.

3. Penyelesaian sengketa terhadap kasus penyerangan gedung Konsulat
Jenderal Amerika Serikat di Benghazi Libya tahun 2012 berdasarkan
Hukum Internasional

a. Penyelesaian Sengketa berdasarkan Hukum Internasional

Sengketa internasiondinternasional Dispute)adalah perselisihan yang
terjadi antar negara dengan negara, negara dendemdu-individu, atau negara
dengan badan-badan/lembaga yang menjadi subjekmhuiternasional. Dalam
hal terjadinya sengketa, hukum internasional mekaairperan penting dengan
memberikan pedoman, aturan dan cara bagaimana seigketa dapat
diselesaikan oleh para pihak secara ddfhBEnyelesaian sengketa internasional
dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu dengardamai atau penyelesaian
dengan cara kekerasan. Penyelesaian secara dajadejdiri dari penyelesaian
secara litigasi dan non-litigasi.

Penyelesaian sengekata secara litigasi juga bissbud penyelesaian
sengketa berdasarkan hukum. Dalam bidang hukunmordgilk dan hukum
konsuler, terdapat dua cara penyelesaian sengk&etaashukum, yakni melalui
Mahkamah Internasional dan Arbitrase Internasiomautusan Mahkamah

18 Beor MaunaHukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fsirigalam Era
Dinamika Globa) PT. Alumni, Bandung, 2005, him. 193



Internasional adalah putusan yang berdasarkan summieum internasional
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 ayatStdtyta Mahkamah
Internasional dan Putusan berdasarkan prigsipequo et Bono

Penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh melzberapa cara,
yaitu penyelesaian oleh badan arbitrase terlemidagabadan arbitrasad hoc.
Putusan arbitrase umumnya mengikat para pihak. t&@materhadapnya
dipandang tinggi. Biasanya putusannya bersifal fila@ mengikat, namu dalam
hal-hal khusus, upaya banding terhadap putusarirasbi kepada Mahkamah
Internasional masih dimungkinkan.

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapa fligebut dengan
penyelesaian sengketa secara diplomatik. Penyafesaelalui jalur diplomatik
ini meliputi Negosiasi, Mediasi, Jasa-jasa Bé&Bood Offices)Pencarian Fakta
(Inquiry) serta Konsiliasi. . Negosiasi adalah perundingamgydiadakan secara
langsung antara para pihak dengan tujuan untuk amepenyelesaian melalui
dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Mediasi makam penyelesaian sengketa
yang mengikutsertakan pihak ketiga yang disebutiab@g dan bersifat netral
serta indipenden dalam suatu sengk&aod officesjuga penyelesaian dengan
perantara pihak ketiga, namun lebih pasif dibandingmediasi. Pihak ketiga
hanya memberikan saran-saran secara garis besaimaag sengketa itu akan
diselesaikan oleh kedua belah pihak, tanpa ikugdang dalam perundingan.
Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa dinpa@na pihak setuju untuk
menyerahkan penyelesaian sengketanya pada konkspbananen ataupuAd
hoc di mana tugas konsiliasi adalah mempelajari sslehlab timbulnya sengketa
dan mencoba untuk merumuskan penyelesaian sedakantiemihak sebagaimana
yang diminta oleh para pihakHasil konsiliasi juga tidak bersifat mengikat para
pihak.

Penyelesaian secara kekerasan terdiri dari retegmiisal, blockade secara
damai dan perang. Contoh tindakan retorsi yakniytesan hubungan diplomatik
dan penarikan kembalexequatur bagi konsul negara pengirim. Tidakan
pembalasan adalah suatu cara yang dipergunakan solatu negara untuk
membela hak dan kepentingannya, dengan mendapajkati rugi atau
pemulihan hak secara langsung ataupun tidak laggsagi kerugian yang
dideritanya karena tindakan pihak lawan, dan pilaskan tidak bersedia untuk
menyelesaikannya/memperbaiki kesalahannya secarmitfa Blokade secara
damai disebutkan dalam pasal 42 piagam PBB yaliagse salah tindakan yang
dapat diambil oleh Dewan Keamanan dalam menjalankeyasnya untuk
memulihkan dan mempertahankan perdamaian dan keamiaternasiona:
Perang adalah cara terakhir yang ditempuh pihal pa@nsengketa di mana salah

19 Sri Setianingsih SuwardPenyelesaian Sengketa Internasionidkarta, Ul Press, 2006,
him.34.

2% 1bid, him.198

! bid, him.200
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satu pihak memaksakan pihak lain untuk menerimyglesaian sengketa yang
dikehendakinya.

Dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsukndapat
Protokol pilihan tentang keharusan atau kewajibanyplesaian sengketa yang
berisi tentang tata cara penyelesaian sengket@aadtia negara atau lebih yang
telah meratifikasi protokol pilihan ini. Perseliaih tersebut disebabkan oleh
perbedaan penafsiran atau penerapan ketentuan knWina 1963 melalui
yurisdiksi yang memaksa dari Mahkamah Internasibeatiasarkan permohonan
yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam persetagn atau perselisihan.

Mahkamah Internasional sebagai lembaga resmi yaergvemang
menyelesaikan sengketa kediplomatikan atau kekersgul Hal ini sesuai dengan
isi pasal 1 protokol tersebut. Akan tetapi layaksgngketa pada umumnya,
Mahkamah Internasional bukan satu-satunya cara fangs di tempuh dalam
penyelesaian sengketa. Para pihak yang bersendhmtekenankan menempuh
jalan lain seperti mengajukan sengketa yang agseRgadilan arbitrase atau para
pihak juga dapat memilih penyelesaian melalui jakamsiliasi dengan syarat
pengajuan harus dilakukan dalam kurun waktu duarbgetelah para pihak
mengetahui adanya sengketa. Komisi konsiliasi hanesnbuat saran dalam
waktu lima bulan setelah penunjukannya. jika sayartidak diterima oleh para
pihak yang bersengketa dalam waktu dua bulan &eteteereka telah
menyampaikan, salah satu pihak dapat membawa gangkéadapan mahkamah
oleh pemoho#®

b. Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus

Dugaan awal, kasus tersebut terjadi karena fllmocence of Muslims"
yang menghina umat musiim di seluruh dunia. Dusabgersebut tidak memiliki
kaitan lansung dengan pembuatan dan penyebaranifimcence of Muslims"
yang memancing kemarahan di Libya. Akan tetapi narduta besar tersebut
merupakan perwakilan Amerika Serikat (selanjutnysingkat AS), sehingga
masyarakat Libya yang diliputi kemarahan menyergagrDepartemen luar
negeri AS mengisahkan bahwa Stevens tiba di Bengleaari sebelum serangan
terjadi. Selama sehari penuh, dia menghadiri seampertemuan terkait
peringatan tragedi 11 September 2001 di KonsulabkEharinya, bertepatan
dengan peringatan 11 September diplomat 52 tahusibtik menemui para tamu
dari negara-negara sahabat. Saat itu, komplek tkodpn sekitarnya dalam
kondisi sangat aman. Lima agen AS dan empat niilisya mengawal ketat
Stevens. Namun, sekitar satu jam kemudian, kekacawandadak terjadi di
gedung perwakilan AS yang semula tenang itu. Selbedhkan cukup keras
terdengar sekitar pukul 21.40 waktu setempat dah pintu gerbang. Bersamaan
dengan itu, sekelompok militan bersenjata menergiaagar yang berlapis di

22 \Widodo,Op.Cit, him.310
% pasal 2 dan Pasal 3 Protokol Pilihan Konvensi Wi®83 tentang kewajiban penyelesaian
sengketa
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komplek itu sambil melepaskan tembakan. Mereka mganbakar barak milisi
lokal di bagian depan konsuf4t.

Dalam kasus ini kedua negara yakni Amerika Serikat Libya mutlak
harus bertanggung jawab kepada para korban, walapayataannya pihak
Amerika juga selaku korban atas kasus serangaabtdrsBerdasarkan hukum
internasional, apabila terjadi perselisihan makanjpenyelesaian pertama adalah
menggunakan negosiasi, hal itulah yang dilakukah &kdua negara tersebut dan
hal ini telah sesuai dengan kebiasaan internasidPamerintah Libya secara
langsung mengadakan perundingan untuk bernegosmsicari jalan guna
menyelesaikan masalah ini. Dalam perundingan pargad disepakati bahwa
pemerintah Libya berjanji akan mencari para tersangenyerangan dan
membawa mereka ke pengadilan. Dalam perundingandisgpakati hukum yang
berlaku adalah hukum negara Libya. Meskipun yangjadelocus delictiadalah
gedung Konjen AS dan yang berlaku teori ekstrateralitas, yang menjadi
pertimbangan dalam memilih hukum yang berlaku ddatebagian besar
tersangka pelaku penyerangan adalah warga negaya. Li

Dilain pihak, Departemen Luar Negeri Amerika Setrikang pada saat itu
dipimpin oleh, Hillary Clinton membentuk sebuah &adpenyelidikan yang
secara khusus menyelidiki kasus Benghazi yang dlketengan sebutan
Accountability Review Board (ARB) for Benghaatau Dewan Kajian
Pertanggungjawaban untuk Benghazi. Selain itu, kpipamerintah AS juga
mengadakan sidang atau kongres Komite Hubungan Neeri. Kongres
dimulai dengan mendengarkan kesaksian dari pejaftdifen AS, termasuk
diantaranya kesaksian dari menteri luar negeri & u, yakni Hillary Clinton.

Beberapa sumber mengatakan, pemerintah AS bukayery@ar mencari
pelaku penyerangan melainkan saling melempar tudahgara dua kubu partai
besar AS, partai Republik dan Demokrat. Mengingat Stu, di AS akan
melaksanakan pemilu pemerintahan. Hal inilah yaeghbuat semakin rumitnya
penyelesaian kasus. Walaupun pemerintah AS telambergkan kompensasi
sebagai ganti rugi kepada keluarga korban tragedygrangan Konjen AS di
Benghazi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawatbam hal ini juga sesuai
dengan kebiasaan yang selama ini telah dilakukaaraeberulang-ulang oleh
negara lainnya.

Setelah mengetahui adanya penyerangan ke gedurguldbdederal AS
tersebut, pihak berwenang Benghazi segera menginmpasukan keamanan
untuk menghentikan tindakan sekelompok massa terséimdakan pengiriman
pasukan keamanan tersebut telah sesuai dengam adtma sesuai dengan
ketentuan khususnya dalam Pasal 31 ayat (2) KonWénga 1963.

4 http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=3574kse:s tanggal 04 Desember 2012
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Pemerintah Libya secara langsung menyampaikan ptram maaf
kepada pihak AS. Pihak pemerintah AS berjanji balapapun yang terjadi
mereka akan menyelesaikan masalah ini dan membarsapplaku penyerangan
ke hadapan pengadilan. Berdasarkan perkembangaeligdman kasus, ternyata
didapatkan bahwa tersangka pelaku penyerangan éagepoman Konjen
Amerika Serikat tersebut tidak hanya melibatkangaaregara Libya saja. Tetapi
juga melibatkan beberapa orang berkewarganegana@isid, selain itu beberapa
orang pelaku yang berkewarganegaraan Libya mefadkake negara Mesir. Hal
ini menambah semakin rumitnya penyelesaian kassshtet.

Sementara itu, penyilidikan terhadap tersangkanjaintidak kunjung
mendapati titik terang. Meski telah diidentifikaadanya beberapa tersangka,
penyidikan bahkan hingga persidangan tidak kungeigsai. Beberapa orag yang
menjadi tersangka telah menjalani persidangan eemganggunakan hukum
nasional negara Libya, akan tetapi para tersangjiszliut divonis bebas karena
tidak cukupnya bukti. Terkait hal ini, tentu sajgahdang tidak wajar, namun
tindakan memvonis bebas para tersangka tidak mgdarigukum dan itu telah
dikaukan sesuai dengan hukum dan aturan-aturanbgntaku di negara Libya.

D. Penutup
1. Kesimpulan

a. Sejarah membuktikan bahwa keberadaan perwakilasuken telah
lama ada yakni sejaak zaman Romawi dan Yunani,ehaap belum
memiliki aturan pelaksana secara tertulis. Dahudwapagen-agen
konsuler hanya menjalankan tugasnya berdasarkarmaskein yang
dianut oleh masyarakat atau hukum kebiasaan negsah Pada
akhirnya tanggal 24 April 1963 ditandatangani sébk@nvensi yang
khusus megatur mengenai pelaksanaan hubungan &onauatar
negara yangdikenal dengan Konvensi Wina 1963 tgnkdubungan
Konsuler beserta protokol pilihannya. Berdasarlsakanvensi, tugas
dan fungsi perwakilan konsuler diatur dalam pasal 5

b. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler tetaéngatur
mengenai kekebalan gedung perwakilan konsuler ygatnya pada
Bab Il tentang kekebalan dan keistimewaan perwalkitansuler Pasal
31 yang secara khusus mengatur mengenai kekebataing
perwakilan. Immunity yakni kekebalan terhadap yurisdiksi negra
penerima diberikan kepada diri pribadi agen konsuMeskipun
begitu tidak selamanya kekebalan tersebut berlakorang pejabat
konsuler juga dapat di jatuhi hukuman apabila idakwkan tindak
kejahatan“high crimes”. Sedangkaninviolability merupakan tidak
digangguguatnya perwakilan konsuler, meliputi gerukediama,
arsip serta komunikasi dan juga pembebasan terhzajak. Konvensi
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Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler telah mengatangenai
kekebalan gedung perwakilan konsuler yakni tepatpgda Bab II
tentang kekebalan dan keistimewaan perwakilan Kendeasal 31
yang secara khusus mengatur mengenai kekebalangyeduwakilan,
serta aturan pendukung lainnya yang berhubungagatdegedung
perwakilan konsuler seperti Pasal 30 (akomodaafalp32 (pajak) dan
pasal 59 (perlindungan).

c. Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum interaadiemdiri dari
penyelesaian secara damai dan kekerasan. Mengeatei cara
penyelesaian sengketa berdasarkan konvensi secgas diatur dalam
Protokol Pilihan Konvensi Wina 1963 tentang kewajilpenyelesaian
sengketa, yang menyebutkan bahwa kewenangan Mahkama
Internasional dalam penyelesaiannya. Cara yangcarpartditempuh
oleh Amerika dan Libya yakni negosiasi dan dilakgut dengan
penyelesaian secara hukum. Amerika memberikan ks@se kepada
keluarga korban sebagai bentuk pertanggungjawakedangkan Libya
mengadili para tersangka meskipun pada akhirnyaekaedivonis
bebas karena menurut hukum nasional Libya tidakyaléukti yang
kuat yang menunjukkan mereka bersalah.

2. Saran

a. Para agen konsuler harus melaksanakan tugasnyai sésngan
ketentuan-ketentuanm yang tertera di dalam isi &navwina 1963
ataupun sesuai dengan ketentuan yang tercanturm dadsjanjian
bilateral antara negara pengirim dan negara peademiait pelaksaan
hubungan konsuler.

b. Terkait kekebalan dan keistimewaan yang diberikaapakia
perwakilan konsuler haruslah dihormati dan kepadgenaagen
konsulker diharapkan hendaknya tetap mengikutitpexa-peratuan
yang berlaku di negara penerima walaupun aturantittak mengikat
mereka. Negara penerima harus dengan segera mekairipetugas
pengamanan ke gedung perwakilan negara asing yargdd
diwilayahnya sebagai tindakan perlindungan dan pgmr kedaulatan
negara pengirim tidak dapat dilanggar dengan mugahn

c. Jika terjadi sengketa, konflik atau perselisiharhadap Konvensi
Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, ada baiknya panyelesaian
yang pertama dipilih yakni dengan cara damai sepanyg di sarankan
dalam pasal 33 Piagam PBB. Hal ini dilakukan seibagdimbangkan
hubungan baik antar negara yang berselisihn agak tichenjadi
semakin buruk.
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